
S ALI NAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOIIOR 3 TAHUN MO6

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHTAT TUHAN YANG XIAHA ESA

BUPATI KEOIRI,

a. bahua untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (3) Peraluran Pernefintah Nornor 29 Tahun

2005 tenhng Bantuan Keuangan Kepa<h Partai Politik, make perlu rnengalur

penb€rian banluan keuangan untuk Partai Pditik di Kabupaten Kedri ;

b. bahm berdasarl€n pertinbargan sebagaimana cfmaksud dalam huruf a perlu

membentuk Perduran Daerah lentang Bantuan K$angan Is@ Partai Politik

Kabupaten Kediri;

1. Undang - Un@ng Nomor 12 Tahun 1950 tentarE Peffbentukan Daerahdaerah

Kabupaten dalam Lingkungan mopinsi Jaua Timur ;

2, Undang - Undaru Nomor 28 Tahun 1999 tentarE Penyelenggara Nqara yang B6rsih

dan Bebas dari Korupsi, Kdusi dan Nepotisne (Lembaran Negara RepLblik lndonesia

Tahun 19s t'bnror 75, Tanbahan Lenrharan Negara Repuuik lndorEsia Nornor

3851);

3. Undang - Undang Nornor 31 Tahun 2002 tenhng Parhl Pdilik (Lenbaran Negara

Republik lnrlonesia Tahun 20m Nofinr 138, Tambahan Lqrbaran Nsgara Republik

lndonesia Nomor 4251) ;

4 Undang - Un&ng llomor 12 Tahun 2(n3 lentang Pefiilihan Umum Anggota Deuan

Pefuakilan Rakyat, Damn Pefiakilan Da€rah dan Deuan P€|1iakilan Rakyat Daerah

(Leffbaran Negara Repjblik lndonesia Tahun 2m3 NonDr 37, TallbalEn Leflbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 42fn ;
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5. Undang - Undang l.lormr 17 Tahun 203 bnlang Keuangan }tegara (L€fibaran

Negara Repuuik lndonesia Tahun 2fl)3 Nofiu 47, Tafibahan Lerbaran Negara

Repr$lk lndonesia NonPr 4286) :

6. Undang - Undang Nsnor 1 Tahun 2(tr4 tsntang P€rb€ndaharaan Negara (L€rbaran

Negara Reprtrlik lndonesia Tahun 2004 l'lornI 5, Tanbahan Lffibaran Negara

Republik lndonesia Nornor 4355) ;

7. Undang - undang l{omor 10 Tahun 2m4 t€nlarE Pelrbontukan Peraturan PefundangF

undangan (Lemberan Negara ReprlCik lndonsia Tahun m0'4 Nqnor 53, Tailahan

Lenbaran Negara RQuUik lndonesia llonmr 4389);

8. Undang - Undang Nqnor 15 Tahun 2fl)4 tentarg Paneriksaan Peng€lola$ &n

Tanggung Jamb Keuangan N€Oara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nonpr 66, Tanbahan Lembaran Negara ReprlCik lndonesia l'lomor 44m);

9. Undang - unchng Ndnor 32 Tahun 20ot tentang Pornefintahan Daefah (Leilbaran

Negara R@dcik ln<hneia Tahun fi4 Nornor 125, Tanbahan Lernberan N€gara

Rep$lik lndonesia Nomor 4437) seb4ainEna telah diubah &ngan Peraturan

Pern€fintah Pengganli Undang - Un&ng i'lornff 3 Tahun 2005 (Lsrbaran Neoara

Republik lndonesa Tahun 285 Norno 38, Tanbahan Lefibaran l'legara ReplHik

lndonesia Nonor 4493) yaIE tdah dtehpkan dengan Un&ng - Undang Nornor 8

Tahun 2(D5 (Lembaran l,legara RQuUik ln&n€sia Tahun 2005 l'lorlnr 1$,

Tarnbahan Lerbaran N€gara R@uuik lndorEsia Normr 4548):

10. Undang - Undang lbrnor 33 Tahun ml bnlarE Perirbangan Keuangan anhra

Pernerintah Pusal dan Pemefintahan Da€rah (Lerbaran Negara ReB,blik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tanbahan Lernbaran Negara RQublik lndon€sia Nomr

4438);

11. peraturan PenEfintah No,mor 29 Tahun 2005 tsnlang Bantuan Keuangan k€pa&

Partai Pditik (Lenbaran Negara RQuHik lndon€sia Tahun 20G Nonnr 62,

Tanbahan Lertaran N€gara RepuUik lndonesia Nonpr 45,13),

12. Peraturan Pernerintah lbrnor 58 Tahun 2005 bnhng Pengddaan Keuaruan Daerah

(Lenbaran Negara Reprblk lndonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tanbahan Lstaran

Negara RepuUik lndonesia Nonnr 45/8) ,

13. Peraturan Pernerintah flqrEr 79 Tahun 2m'5 tentang Pedqnan Perti[Ean dan

PengauasanPerryderEgaraanPemerintahanDasrah(Lerlbamnlt'legaraRepublk

lndorpsia Tahun 2005 Nornor '166, Tanbalnn Lenbaran Ne$ra Repuilik lndonesia

Nmor45S);

_--->
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14, Psaturan tulentefi Dalam Negofi Norno' 32 Tahun 20s tentilg Pe&flEn Pengaluan'

Penyerahan dan Liloran Pelqgunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

sebagairnanatelahclubahd$ganP€faluranlvlent€fiDalamN€gerlNorrpr25tahun

2m6:

1 5. Peraturan btented Dalam Negen Nomor 16 Tahun 20s tenhng ProsedJr Penyusunan

Produk Hukum Daerah ;

16.PeraturanD@rahKabugatenKediriNornorlTTahun2000tentangsusunan

organisasidanTataKeqaBadan{adanDaerah(LerrbaranDaerahKabupatenKecin

Tahun 20ffi Nomor 220 Seri D);

Dengan Persetuiuan Bssama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATIKEDIRI

MEMIJTUSKAN:

Menetapkan PERATURANDAERAHKABUPATENKEDIRITENTANGBANTUANKEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN KEDIRI

BABI

KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang drnksud dengBn .

1. Daerah, adalah Kabwaten Kecliri .

2. Pemefintahan Daerah, adalah penydonggaraan urusan pfiEfinlahan dd1 penerlntah &erah dan DPRD

rnenurul asas otonqri dan tugas penhntuan dengan prinsp otonori sduas{uasnya dalam sfsl€m &n

prinsip Negara Kesaluan Repdcik lndonesia s€hgairnana dnnksud dalam undang'un&m Dasar

Negara Republik lndon€sia Tahun 1945.

3. pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah se@ai unsur penydenggara pernefintahan

daerah ,

4. Kepala Daerah, adalah Bwali Kediri

5. Deuan Penrakilan Rakyal Daerd sdanjulnya cfsingkat DPRD a&Llah Le[rbaga Pervrddan Rakyat

Dasah sebagai unsur penydenggara Pernerinlahan Daerah .

6. Partai Pditik adalah organisasi pditik yang db€ntuk dsh sekdonpok uarga neoa'a Repuuik lndonesa

secara sukarela afas dasar persanEan kehendak dan cita+ila untuk menperiuangl€n kepentingan

anggota masyarakat, barqsa &n rEgara fldalui Pemilihan Umum '
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BA B II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2
(1) Untuk rnernbantu kegiatan dan kdancaran afiinisfasi dan/atau S€kretariat Pstai Pditik, Penrerintah

Kabupaten Kedri nenberikan bantuan karargan kepada Partai Pdilk .

(2) Bantuan keuangan sebagainnna dimaksud pada ayat (1) db€rkan kepada Partai Politik yang

mendapatkan kursi d DPRD hasfl penllihan umum Tahun 2@4 .

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Pditik s€bagaimana fimksud pada ayat (2) clb€rikan setiap tahun

anggaran .

Pasal 3

(1) Banluan keuangan k@a& Parlai Pdilik sehgaimana dnnksud dalam Pasal 2 diberikan secara

pr@rsional berdasarkan junrlah pa'dehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun Z)04.

(2) Besarnya bantuan keuangan k@& Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) untuk setiil

kursi dtetapkan sebesar Rp. 20.500.000,- (ila puluh iuta lima ralus tibu rufiah) per tahun.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

(1) Pengajuan hantuan keuangan disarpaikan s€cara terlulis oleh Deran Pirsinan Cabang Partai Pdi0k

Tingkat Kabupaten atau sebubn lainnya yang sah kepada Kepala Dasah dengan mengounakan kQ

surat dan cap slempd Partai Politik dengan melanpirkan:

a. Surat Keputusan DPP Partai Pditik yang nrenel@kan $usunan Kepengurusan DPC Partai Pditik

atau sebutan lainnya yarg sah, yang cilegalisir deh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Pditik

atau sSualan lainnya yang sah;

7. Bantuan Kanangan *hh banfuan berbentuk uang yang diberikan deh Pemqinlah Kabupaton Kedn

kepada Parlai Politik peserta Pernilihan Umum Tahun 2004 yang filen&patkan kursi cli DPRD Kabupaten

Kediri .

8. Koilsi Pemilihan Umum Daemh yang selanjutnya didngkat KPUD adalah Kmisi Pemilihan Umum

Daerah Kabupaten Kedri .

9. Anggaran Pendapatan dan Bdania Daerah selaniutnya dsingkat APBD adalah rencana Keuangan

Tahunan PemerinlatEn Daerah yang ditetapkan clengan Peraturan Daerah .
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b. Foto qy Surat Kdsangan NPIIYP yang dlqalisir fHabat yang Huenang:

c. Surat Ketsangan autentikasiha$lpenetapan perolehan kursi Partai Politik d[ DPRD yang dllegalisir

Ketua ahu Sd<retaris Kon*$ Pemilihan Umum Daerah;

d. Surat psnyataan Partai Politik yang menyatakan hrseda dtuntut sesuai peraturan Hundan$n

apatrila menbsikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Selretaris DPC

atau sebuatan lainnya yang sah diatas materaidengan rnenggunakan kop surat Partai Polilik

(2) Surat pengajuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tenbusannya disampaikan keP& Ketua

Komisi Pernilihan Umum Daerah dan Kepala Badan Kemtuan Bangsa dan Perlindungan [4asyaralet

Kabupaten Kedri.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih &ht*u dlakukan penditian dan

peneriksaan kelengkapan dninistrasi deh Tim yang dtetpkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

penyerahan Bantuan Keuangan kepda Partai Pditik dilakukan deh Kepala Daerah atau Pdabat yang

ditunjulr kepada Kdua dan Berdatnra Deu,an Plnpinan C&ang Partai Politik atau sebulan hinnya yang sah

dengan persyaratan administrasi .

a. surat lceterangan bank yang menyatakan rnerniliki nomor re{tening bank atas narna DPC Partai Politik;

b. surat tanda terima uang bantuan yang cfibuat dalam hntuk kwitansi yang ditandatangani diatas

materai oleh Ketua dan Berdalrara DPC Partai Pditik dengan menggunakan kop surat dan cap

stempel Partai Politik;

c. berita acara serah terima clbuat *alam rangkap 4 (empat) yang dtanffiaryani oleh Kryla Badan

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan lrrlasyarakat Kabupaten Kediri sebagai fihak pertama dan oleh

Ketua den Bendahara DPC Partai Politik atau sebuatan lainnya yang sah sebagai ptlmk kedua.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

(1). Laporan Fnggunaan bantuan lceuangan kepada Partai Politilt r$sanpaikan oleh Pimpinan Partai Politik

Kabupalen kepada Bupati nptalui Kepala BAKESBANGLINMAS paling lambat 4 (erFt) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran.

(2). Laporan penggunaan sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) setelah d[audit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.
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(3). Lapsan penggunaan bantuan sebagairnana difiEksud dalam ayat (1) terYbusannyadisamaikan kepada

Gubernur dan Kefua Komisi Pen$lihan Umum.

MB VI

KETENTUAN PENTJTUP

Pasal I
Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih laniut &lam Peraturan Kepala

Daerah

Pasal I
Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap oang dapat mengehhuinya, rnenprintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penenpatannya dalam Lenbaran Daerah Kabwaten Kedri

Ditetapkan di K€clin

padatanggal X -9-2f06,

BUPATI KEDIRI

TTD

SUTRISNO

Diundangkan d
pa&taoggal 26

Kedin
-9 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2006 NOIi}OR 3 SERI E

Disalin seual dengan aslinYa
ANBI'PATI KMIRI

SEKR.ETARIS DAERAH

DJOKO SOEIIARNO
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Penberian Bantuan Kanangan kepa& Parhi Pditik d Kabupaten Kediri bertuiuan untuk menbantu

kdancaran dan / atau sekretariat Partai Politik yang nen@atkan kursi di Deuan Peruakilan Rakyat

Daaah Kabupaten Kecfiri gurn mernperjuangkan tujuan Partai Pditik thlam kehidupan benrasyarakat,

babarpsa dan bernegara guna rnernperkokotr inlegritas l',legara Kesatuan Rqublik lndmesa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup idas

Pasal 2

Ayal (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup ietas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup ielas

Ayal (2)

Cukupidas

t.

PENJELASAT{

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOI'OR 3 TAHUil 2M6

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KABUPATEN KEDIRI

UMUM

Negara nnnjamin seliap \,Erga negara dalam maruiud<an haknya unfuk flEnyatakan penepat

lentang arah kehidupan dan rnasa depannya dalam bdrrasyarakat &n bernegara sesuai sis{em

Denpkrasi di Negara Kesaluan Reptblik lndonesia yang rnenganut sistem pen%kilan yang

dilaksanakan melalui Partai Politik. Pemerintahan KabLpal$ Kedri dalam rangka rnendukung

kehidupan Demokas c[ Kabupaten Kediri dan untuk rndaksanakan pasal 5 ayat (3) Peralurdl

Pemerintah Nornor 29 Tahun 2m5 tentang Bartuan Keuatgan kepada l%rtai Politik, yang dlindak

laniuti dengan Perafuran Menteri Dalam Negen Nornor 32 Tahun 2005 tenlarE Pedornn Pengaluan,

Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Katargan kep€da Partai Pditik peflu membedkan

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dl Kabupaten Kedd.
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Pasal 4

Ayat (1)

Cukupidas

Ayat (2)

Cukupidas

Pasal 5

Cukup idas

Pasal 6

Cukup idas

Pasal 7

Cukup Has

Pasal 8

Cukupides

Pasd 9

Ctd(upidas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOI{OR 16 TAHUN 2006 SERIE

-
{D


